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BUPATI BARITO SELATAN 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 

NOMOR 17 TAHON 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATORAN BUPATI NOMOR 17 TAHON 2017 TENTANG 
PELAKSANAAN BAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TOBAN YANG ·MAHA ESA 

BUPATI BARI~O SELATAN, 

Menimbang: a. 

b. 

bahwa sehubungan telah ditetapkan dan diundangkannya 
Peraturan ~Gubern:u:r:,, Kalim.antan Tengah Nomor 10 

" "' --· (, ' .<.< -1' ', 

Tahun 2018 tentan,g- Per:ubahan Atas Peraturan Gubernur 
I -'<• '- ' .. .,, '_

1 
ff<'·. , 

Kalimantan Tengah · Nomor . 33 Tahun 201 7 ten tang 
(,., ~ ,. N <-i)!# ''., i ', 

Pelaksanaan Hak Keuangan dcUl 'Administratif Pimpinan 
dan Anggota De~an Per:wakilan Rakyat Daerah Provinsi 

',;_, ,., ·'.:,· ,I _;,N'·•,I' ,·•-:ii, --'. \,J'.' "!,:..,.:' 

Kalimantart Tengah, dengan "berlakunya Peraturan 
-,ti,. ·-::i f . •ffr' i ,.- _\ _ :,,,¢, • .' __ , • 

tersebut ad.artya Perubafian -terkait besaran tunJangan 
transportasi Anggota ~PR~ Provinsi Kalimantan Tengah; 

S·'f_. 

bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 7 ayat ( 5) Peraturan 
Pemerintalt 'Nomor · '18 , Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dart Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan-,, Rakyat Daerah,, yang menyebutkan besaran 
tunjangan transportasf Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten tidak bo1eh melebihi besaran tunjangan 
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi; 

c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito 
Selatan dalam melaksanakan fungsi Pembentukan 
Peraturan Daerah, Pengawasan dan Anggaran, perlu 
melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam 
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 17 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Unda1;1g-Upganp , Norp.or f· i .. f 8,:hun 2004 
Perbendg.haraan: i N~gara ,(~!Jlbatan Negara 
Indonesia Ta.bun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republi!<: Indonesi?- Nomor 4355); 

~- .;, 

tentang 
Republik 

Lembaran 

4. U ndangT~~a~ang .. 
Pe rim baitgah I<:~ / 
Pemerih ta'.1:{ D 

Tahun 2004 tentang 
· Antara Pemerintah Pusat dan 

,§J.ran,Negara Republik Indonesia 
*'~ Ta'.hil:fahan Lembaran Negara 

\\ '(~·!( ,,,, 

Tahun .,;2 ,004 
Repu bl~::f~do 438);''< 

5. Undang;.~:fid 23 c, t,ahun 2014 tentang 
Pemerintafian Lerp.bqran Negara Republik 
Indonesi.t,:Tali mor 244, Tambahan Lembaran 
Negara (k~~Ubl , ·' ,H. Of!ySia ',,No'mor 5587) sebagaimana 

':' '/"'''. '-\';'-'> ~- ':' '' -~•"''V4'i'(.'0:"·''lf;f1<?ig.if · - · ..• - :-. , :·< 
telah ,t'diu,b > oerapa \kali terakhir dengan dengan 

,(-.~. ·. :· - .- ,.-; . ·"- > .,:.. ,:: ... - J . ..·;. r -·: :{ ,, ,---
Un dang-,T.J"µ,q~n ,Nptr1gr: fg ,:T'::h!-ft1 2015 tentang Perubahan 
Kedua A'.tEii~ir..,,~~1~~~TlJtici,R-~g Nomor 23 Tahun 2014 
tentang PeI:J]ler,i~~a li'aii':dDaefah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun' 20'16 i Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6396); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten , dan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6197) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelol~1;!P ,··. Keuangan _Daer_ah (Lembaran Negara 
RepublikJndonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman • Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa .kali diubah terakhir dengan 
Peratur~1i , ;Menteri Dalal1); ,, Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

' ''ii' ·'- ,., ' ~. ' ' ' . ·'1!'if5. ' 

tenta~g ~erub~han,,,Xec:;lu ~, At~.~ .Peraturan Menteri Dalam 
Negen N'omor · 13,, Tahun .' 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan 'Paerab , (Berita Negara Republik 
Indonesia,Tahun 2011 Nomor 310); 

12 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pemberitukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik>Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaitn.{1.na · telah diubah qengan Peraturan Menteri 
Dalam NJg~ni Nomor 120 ··1;.alilln 20 18 tentang Perubahan 
Atas Peratµr ~rf'\ Me'nten ' Dal.am Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang ' Pember'ltukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157) ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 
tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban 
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 996); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
( Lembaran Daerah Ka bu paten Bari to selatan Tahun 2017 
Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Selatan Nomor 6 ); 

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 
201 7 ten tang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 201 7 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah·," Provinsi Kalimantan Tengah 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 
Nomor 10); 

18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 
tentang J'elaksanaan /Hak Keuangan dan Administratif 

°'.•' I ,,,'."'ff•h' :(/, i ,i;;S: '/ , 

Pimpinarl 'dan ·'l\nggdta · Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 201 7 
Nomor 17V 

·MEMUTUSKAN: 

PERATURAN • BtJPATI TENTANG .. PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG 
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINANDAN ANGGQTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito 
Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 
se bagai beriku t : 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
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2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4 . Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang 
memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD 
Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang 
jabatan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib 
DPRD. 

7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD 
Kabupaten Barito Selatan. 

8. S~kfet1is DPRn,ii aala.h, Sekret;ris DPRD Kabupaten 
Barito.Selatan selaku Pengguna Anggaran. 

9. Anggar~~ Pe~dapat~~ dan Belanja Daerah yang 
selaP,j}J.,t!).ya disi}1-g~at 'A:f?l39 .adalah rencana keuangan 
tah;t:iri.~ dae .. ':"(" • ang qitetapkan dengan peraturan 
daerah. · ~ 

, ~~"::ztvlt· 
10. U 

bu 
sehti15u 

' )(-,,•}') J:\; 

danJ rn 
it ,,,\f:x:<it 

11. Tunj;i ' kep· k:<· 

(qt! 
DP 

lalf µ~g yang diberikan setiap 
inan' dan Anggota DPRD 
du9cttk,.annya sebagai pimpinan 

. alah "tunjangan yang diberikan 
;g fstr# 'suami yang sah dan 2 

·¼:a,nc:h1ng , Pimpinan dan Anggota 

,it(':};_:r __ ,_. . -.,_.:· <_:., .. < -<: i-/f(:o" 
12. Uanl ·PW<:e,t ,asl}11a' ,g✓~~ng diberikan setiap bulan 

kepadat'' \Ji?t~~{~a;. a:n Anggota DPRD dalam 
menghadfri iclanl' tp.engikuti rapat-rapat dinas. 

13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap 
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena 
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

14. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang 
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota 
DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, 
badan anggaran, badan pembentukan peraturan 
daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan 
lain. 
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15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan 
yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD yang duduk dalam Badan 
Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan 
Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan 
atau alat kelengkapan lain yang diberikan selama alat 
kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. 

16. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang 
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap 
bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan 
Anggota DPRD. 

1 7 . Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang 
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, 
jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah 
negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas 
jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga 
bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi 
Anggota DPRD. 

18. Tunj,angan Reses adalah tunjangan yang berikan 
kepada Pimpinan DPRD dan ~ggota DPRD setiap 
melakukan reses. 

19. U ang J asa Pengabdian adalah uang yang diberikan 
kepada Pimpinan dan Artggota DPRD yang meninggal 
dunia.1>,'.- a tau ./;mengakhiri masa bakti setelah yang 
bers~gkutan' diberhentikan dengan hormat sesuai 
deng§ln ketfntuan,.Peraturan Rerundang-undangan. 

",Ji [fi:.• .. :'\ ' <~ 

20. Dan~ Op;:lsional ;Piinpinan DPRD adalah dana yang 
diberikan setiap bulan kepad.a Ketua dan W akil Ketua 
DPR~, unt}:ilf " me#,\1:njang kegiatan operasional yang 
berk'aitan :,~uengan· represerttasi, pelayanan, dan 
kebutuhan ·lain guna melancarkan pelaksanaan tugas 
Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari. 

•J ; " '• s(,,.•:F?· 

21. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD diluar 
kegia"41-n ma.sa sidang daµ di luar DPRD. 

22. Rumah N~gara ~adalah bangunan yang dimiliki 
Pemerintah- Daerah dan berfungsi sebagai tempat 
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga 
serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau 
pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
bersangku tan. 

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah , sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran 
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan 
melalui APBD. 
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(2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) kelas 1 kepada 
yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan 
sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah. 

(3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical 
Check Up di luar cakupan pelayanan kesehatan yang 
diberikan oleh Badan Penyelenggara J aminan Sosial 
Kesehatan dilaksanakan 1 ( satu) kali dalam 1 ( satu) 
tahun, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan 
besaran biaya sebanyak-banyaknya Rp.3.000.000 
( Tiga Ju ta Rupiah ) per orang dan Pelaksanaan 
pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up 
dilakukan pada fasilitas kesehatan yang berada 
di dalam negeri dan diutamakan dalam daerah yang 
bersangku tan. 

(4) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan 
kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran 
kepada PT. TASPEN melalui APBD sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

3. Ketentuan -Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)diubah dan 
ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), 
sehingga _Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

C 'D 

(1) Pimpinan d ota'DPRD diberikan pakaian dinas 
berupa: 

a. pakaian1~'' sipil h~an disediakan 2 (dua) pasang 
daiam t ,, (satu) tahun; 

b . pakaian 'sipiJ, resmi disediakan 1 (satu) pasang 
da!am l (satu),. tahun; 

c . pakaian sipil "lengkap disediakan 2 (dua) pasang 
dalam 5 (lima) tahun; 

d . pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 
(satu) pasang galamtl (satu) tahun; dan 

" 

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 
( satu) pasang dalam 1 ( satu) tahun. 

(2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud 
ayat (1) paling banyak sebagai berikut: 

a . pakaian sipil harian disediakan 2 ( dua) pasang 
dalam 1 (satu) tahun, dengan harga satuan yaitu 
sebesar Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah); 

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang 
dalam 1 (satu) tahun, dengan harga satuan yaitu 
sebesar Rp. 3 .000.000 ( Tiga Juta Rupiah); 

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang 
dalam 5 (lima) tahun, dengan harga satuan yaitu 
sebesar Rp. 4.000.000 ( empatjuta rupiah); 
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d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga 
satuan yaitu sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta 
Lima Ratus Ribu Rupiah); dan 

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga 
satuan yaitu sebesar Rp. 1.500.000 ( Satu Juta 
Lima Ratus Ribu Rupiah ). 

(3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 
berupa pin emas sebesar-besarnya Rp. 7.500.000 
(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada 
setiap orang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pada 
saat pengangkatan/ pelantikan. 

(4) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 
berupa pin bukan emas dan papan nama sebesar
besarnya Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah ) setiap 
orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun. 

(5) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam 
Pergantian Antar Waktu, . Pakaian Dinas dan Atribut 
diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) sampai 
denganayat (4). 

(6) Bentuk atribut berupa ·pin dan papan nama serta 
ukurap:p.y~ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) 'tercantum dalam"' Lampiran yang merupakan 
bagia,g tidak t~rpis,ah~e:P. dari Peraturan Bupati ini. 

,,.,.. ,'5·.i!i.s, ., 

, ;·:i,c/ , . : . .{ iit1r 
4. Ketentuan Pasal 'g ay~t (1) c,:Iiubah, sehingga Pasal 9 

berbunyi sebagai 9e~ikut : 
' 

( 1) Dalam: hal Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD, diberikan tunja,ngan transportasi setiap 
bulan sebagai beri,ku t : 

a. Ketua sebesar HP 15.500.000 ( Lima Belas Juta Lima 
Ratus Ribu Rupiah); 

b.Wakil Ketua sebesar Rp 15.250.000 (Lima Belas Juta 
Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan/atau 

c. Anggota sebesar Rp 15.000.000 Lima Belas Juta 
Rupiah). 

(2) Dalam hal kendaraan dinas Pimpinan dan 
Anggota DPRD mengalami rusak berat dapat diberikan 
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) apabila 
perbaikan kendaraan dinas tersebut sampai dengan 1 
(satu) bulan, belum selesai atau tidak dapat dipakai. 
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5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) 
Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 9A 

Pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap 
tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (3) dan tunjangan transportasi sebagaimana 
dimasud dalam Pasal 9 ayat ( 1) dibebankan kepada yang 
bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang
undangan. 

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan 
DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat 
kelengkapan DPRD. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 
diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan 
Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 
mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan 
fasiljtq.:s Jain,nya~s,e~ugi ker:nampuan daerah. 

,!/ \:' I >,_,, ' :.f,f,~;'li,\.•,. 

( 4) Besaran honorarium ·~ebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) bagi kelompdk paltar a tau tim ahli alat kelengkapan 
DPRD perbulan sebesq.:r Rp. 4.500.000 ( Empat Juta 
LimaR;atu~ :RibuRupiah ). 

~··· ' ,;.-~ 

(5) Dalam melaksanakaµ tugas dan fungsinya, kelompok 
pakar!atau''tim 'a.hli •al~t kelengkapan DPRD disediakan 
biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan 
Pejabat" Ese1onJII. 

7. Ketentuan Pa,sal19 ayatJ3) diubah, sehingga Pasal 19 
berbunyi seb~gai berik1.1t : 

·Pasal 19 

( 1) Tenaga Ahli Fraksi meru pakan tenaga ahli yang 
disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan 
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu 
yang mendukung tugas fraksi serta diberikan 
kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, 
prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah. 

(2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan 
Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Tenaga Ahli Fraksi mendapatkan kompensasi berupa 
honorarium Perbulan sebesar Rp. 3.000.000 ( Tiga Juta 
Rupiah). 
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Peraturan Bupati m1 

diundangkan. 

Pasal II 

mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Barito Selatan. 

-~~BDY YASAMSURI 
·- ~ :;~~~: '.;.; ·;. . 

Diundangkan di Buntok 
pada tanggal 3 __ c;us-t us 2020 

ISDAERAH 
ITO SELATAN, 

~:,'' 
. . < .,.,PURWANTO 

~ ·-·· _ .... ~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR i7 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BARIT0 SELATAN 
N0M0R 7 TAHUN 2020 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI N0M0R 17 TAHUN 2017 
TENTANG PELAKSANAAN HAK 
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINAN DAN ANGG0TA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

BENTUK DAN UKURAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGG0TA DPRD 

I. PIN 

5cm 

3cm 

Keterangan : 
1. Bahan emas / bukan emas. 
2. Penggunaannya diletakkan di dada sebelah kiri. 

II.PAPAN NAMA 

_I _N_A_MA ___ I I 2 cm 

8cm 

Keterangan : 
1. Bahan menggunakan kuningan . 
2 . Penggunaannya diletakkan di dada sebelah kanan. 




